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Abstract: Prinsip good faith (itikad baik) merupakan
elemen fundamental dalam hukum perdata yang
berfungsi untuk menjamin keadilan dan kesetaraan
dalam setiap perjanjian, termasuk kontrak jual beli
online. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis
penerapan prinsip good faith dalam transaksi e-
commerce di Indonesia, dengan fokus pada
perlindungan konsumen dan pencegahan praktik
penipuan. Dalam konteks jual beli online, banyak
kasus pelanggaran prinsip good faith yang
melibatkan penjual atau pembeli, seperti
ketidakjujuran dalam penyampaian informasi
produk, ketidakjelasan syarat dan ketentuan, serta
penipuan terkait kualitas barang. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis-normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan yang
relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta
pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi konsep
good faith dalam hukum perdata. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun prinsip good faith
diakui dan dijadikan dasar hukum, penerapannya
dalam transaksi jual beli online belum optimal,
terutama dalam hal perlindungan konsumen. Artikel
ini merekomendasikan reformasi regulasi yang lebih
responsif dan tegas terhadap pelanggaran prinsip
good faith serta penguatan peran platform e-
commerce dalam memastikan transparansi dan
keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam
transaksi.

Keywords: Good faith, jual
beli online, hukum perdata, e-
commerce, perlindungan
konsumen.

PENDAHULUAN
Pertumbuhan transaksi jual beli online di Indonesia telah meningkat pesat seiring dengan

perkembangan teknologi digital dan penetrasi internet. Laporan terbaru menunjukkan bahwa
Indonesia adalah salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara, dengan jutaan transaksi
terjadi setiap hari melalui platform digital. Fenomena ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi,
tetapi juga menimbulkan tantangan hukum, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak para
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pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online (Lubis, 2021). Di tengah perkembangan ini,
penting untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur interaksi antara penjual dan pembeli,
khususnya penerapan prinsip good faith (itikad baik) dalam kontrak.

Prinsip good faith merupakan elemen penting dalam hukum perdata yang berfungsi untuk
menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan perjanjian, termasuk kontrak jual beli
online. Prinsip ini mengharuskan kedua belah pihak untuk bertindak dengan jujur dan saling
menghormati kewajiban masing-masing dalam perjanjian. Di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUH Perdata), itikad baik adalah syarat fundamental yang harus dipenuhi dalam
semua bentuk kontrak, termasuk dalam konteks transaksi digital (Nugroho, 2020). Oleh karena
itu, penerapan prinsip good faith menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara
hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi online.

Platform e-commerce memegang peranan krusial dalam menjaga itikad baik antara
penjual dan pembeli. Sebagai perantara digital, platform ini memiliki kewajiban untuk
menciptakan lingkungan yang adil dan transparan bagi semua pihak yang bertransaksi. Hal ini
mencakup penyediaan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan, sistem keamanan
untuk melindungi konsumen dari penipuan, serta mekanisme resolusi sengketa yang efektif (Sari,
2019). Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan e-commerce, muncul berbagai masalah
yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip good faith dalam transaksi jual beli online.

Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam konteks e-commerce adalah
pelanggaran prinsip good faith oleh penjual atau pembeli. Misalnya, penjual yang tidak
mengirimkan barang sesuai deskripsi atau pembeli yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran
dapat dianggap melanggar itikad baik dalam perjanjian. Selain itu, sering terjadi ketidakjelasan
mengenai syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh platform e-commerce, yang pada akhirnya
merugikan konsumen. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip good faith
dalam transaksi online belum sepenuhnya efektif dan memerlukan pengaturan hukum yang lebih
jelas (Yusuf, 2020).

Lebih jauh lagi, tantangan hukum dalam penerapan prinsip good faith tidak hanya terkait
dengan perilaku para pihak yang bertransaksi, tetapi juga dengan kompleksitas teknologi yang
digunakan. Misalnya, penggunaan algoritma dalam menetapkan harga atau menyaring penjual
dapat menciptakan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, perlu ada tinjauan ulang
terhadap regulasi yang mengatur platform e-commerce untuk memastikan bahwa prinsip good
faith ditegakkan dengan baik (Pratama, 2021).

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: Bagaimana prinsip good faith
diterapkan dalam kontrak jual beli online di Indonesia? Sejauh mana hukum perdata Indonesia
mengatur dan melindungi itikad baik dalam transaksi jual beli online?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good faith dalam kontrak
jual beli online berdasarkan hukum perdata Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai
efektivitas hukum perdata dalam melindungi para pihak dari pelanggaran prinsip good faith
dalam transaksi online.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam memberikan kontribusi terhadap
pengembangan regulasi terkait kontrak jual beli online. Temuan dari penelitian ini diharapkan
dapat memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dan penjual, serta mendorong
pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital dan
perdagangan elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN
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Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis
regulasi yang mengatur prinsip good faith dalam kontrak jual beli online, terutama yang terdapat
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami
dan mengkaji konsep itikad baik (good faith) dalam konteks hukum perdata dan penerapannya
pada transaksi digital (Marzuki, 2020).

Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data
primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUH Perdata, UU ITE,
serta peraturan-peraturan lain terkait e-commerce di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari
jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, serta putusan pengadilan yang membahas dan menganalisis
penerapan prinsip good faith dalam transaksi jual beli online. Sumber-sumber ini digunakan
untuk mendukung argumen dan memberikan landasan teoretis yang kuat dalam penelitian (Lubis,
2021).

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen hukum, di mana peneliti mengkaji peraturan
perundang-undangan yang relevan serta literatur hukum yang membahas penerapan prinsip good
faith dalam transaksi jual beli online. Selain itu, dilakukan kajian literatur akademik yang
meliputi jurnal ilmiah dan buku, serta analisis studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan
yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip good faith dalam kontrak e-commerce (Nugraha,
2020).

Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yang bertujuan
untuk mengkaji penerapan prinsip good faith dalam kontrak jual beli online di Indonesia. Analisis
ini dilakukan dengan menilai kesesuaian antara regulasi yang berlaku dan penerapannya dalam
kasus-kasus konkret, serta mengevaluasi efektivitas hukum perdata dalam melindungi para pihak
dari pelanggaran prinsip itikad baik (Sari, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Prinsip Good Faith dalam Kontrak Jual Beli Online
Penerapan prinsip good faith dalam transaksi jual beli online di Indonesia menjadi sangat relevan
dalam mengatur hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli. Prinsip ini menekankan itikad
baik kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian secara jujur, adil, dan transparan. Dalam
hukum perdata Indonesia, itikad baik merupakan elemen penting yang diatur dalam Pasal 1338
KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik
(Lubis, 2021). Dalam konteks e-commerce, prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa
penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan yang telah disepakati.
Namun, meskipun prinsip good faith diakui dalam hukum perdata, penerapannya dalam transaksi
e-commerce masih menghadapi sejumlah tantangan. Banyak kasus pelanggaran itikad baik
ditemukan, seperti penjual yang tidak mengirimkan barang sesuai dengan deskripsi atau pembeli
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yang tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan. Pelanggaran-pelanggaran ini
menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan
good faith di dunia e-commerce (Pratama, 2020).
Beberapa kasus pelanggaran prinsip good faith di Indonesia melibatkan platform e-commerce
besar, di mana konsumen sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak mereka.
Contoh kasus seperti keterlambatan pengiriman barang, barang rusak, atau penipuan terkait
kualitas produk menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara janji penjual dan realitas produk
yang diterima. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran
good faith dalam e-commerce memerlukan perhatian lebih (Nugroho, 2020).
Selain itu, penjual sering kali menyusun syarat dan ketentuan yang tidak jelas atau tidak
transparan, yang menyebabkan pembeli tidak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka
dalam perjanjian jual beli online. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakadilan bagi pembeli,
terutama dalam hal penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran kontrak. Kurangnya
pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka dan prosedur hukum yang kompleks
memperparah situasi ini (Sari, 2019).
Pentingnya prinsip good faith juga menjadi penyeimbang dalam melindungi konsumen dari
praktik bisnis yang tidak adil, terutama dalam transaksi lintas batas. Perlindungan konsumen
dalam konteks e-commerce memerlukan pendekatan yang lebih proaktif dari para penegak
hukum untuk memastikan bahwa prinsip good faith diterapkan secara merata di seluruh transaksi
(Wibowo, 2021). Hal ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih rinci dan tegas untuk
melindungi kepentingan konsumen.

Peran Platform E-Commerce dalam Menjaga Prinsip Good Faith
Platform e-commerce memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan prinsip good
faith antara penjual dan pembeli. Sebagai perantara digital, platform ini memiliki tanggung jawab
untuk menciptakan ekosistem yang adil, di mana semua pihak dapat bertransaksi dengan itikad
baik. Peran platform termasuk menyediakan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan,
serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif bagi konsumen yang merasa
dirugikan (Kusuma, 2020).
Sebagian besar platform e-commerce besar di Indonesia, seperti Tokopedia dan Shopee, telah
mengembangkan kebijakan untuk mendukung itikad baik dalam transaksi. Mereka menyediakan
layanan perlindungan konsumen melalui program-program seperti garansi pengembalian uang
atau jaminan barang yang sesuai dengan deskripsi. Langkah-langkah ini diambil untuk
memastikan bahwa konsumen tidak menjadi korban penipuan atau praktik bisnis yang tidak adil
(Yusuf, 2020).
Namun, meskipun platform e-commerce memiliki kebijakan yang mendukung itikad baik,
implementasi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan kebijakan tersebut. Banyak konsumen
yang melaporkan kesulitan dalam menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang
disediakan oleh platform, seperti proses pengembalian barang yang rumit atau penundaan dalam
mendapatkan penggantian (Lubis, 2021). Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa masih ada
celah dalam pelaksanaan prinsip good faith oleh platform e-commerce.
Selain itu, tanggung jawab platform untuk memverifikasi penjual dan produk yang dijual juga
menjadi aspek penting dalam menjaga itikad baik. Platform harus memastikan bahwa penjual
yang terdaftar di sistem mereka adalah pihak yang dapat dipercaya dan produk yang dijual
memenuhi standar kualitas yang telah dijanjikan. Kegagalan dalam melakukan verifikasi ini
dapat menyebabkan pelanggaran itikad baik dan merugikan konsumen (Wibowo, 2021).
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Kebijakan regulasi yang diterapkan oleh platform e-commerce juga harus mencerminkan
komitmen untuk menjaga itikad baik di antara pengguna. Misalnya, platform harus menerapkan
aturan yang ketat terhadap penjual yang terbukti melanggar prinsip good faith, seperti
menonaktifkan akun penjual atau memberikan penalti (Sari, 2019). Langkah-langkah ini penting
untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap itikad baik dapat diminimalkan dan konsumen
mendapatkan perlindungan yang memadai.

Tantangan Penerapan Good Faith di E-Commerce
Penerapan prinsip good faith di e-commerce menghadapi sejumlah tantangan yang cukup
signifikan. Salah satu kendala utama adalah ketidakjelasan syarat dan ketentuan yang diterapkan
oleh penjual atau platform e-commerce. Sering kali, konsumen tidak memahami sepenuhnya isi
dari kontrak atau perjanjian yang mereka sepakati, yang kemudian mengarah pada pelanggaran
prinsip good faith. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengaturan dan pengawasan
transaksi online (Pratama, 2020).
Selain itu, penipuan online menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penerapan good faith di
e-commerce. Banyak konsumen yang menjadi korban penipuan, seperti menerima barang yang
tidak sesuai dengan deskripsi atau tidak menerima barang sama sekali. Penipuan semacam ini
merupakan bentuk pelanggaran itikad baik yang memerlukan penegakan hukum yang lebih tegas
(Nugroho, 2020).
Tantangan lain yang muncul adalah kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka
dalam transaksi online. Banyak konsumen yang tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk
menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran itikad baik oleh penjual. Kondisi ini diperparah oleh
ketidakjelasan prosedur hukum yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa (Sari, 2019).
Upaya untuk memperkuat regulasi terkait penerapan prinsip good faith di e-commerce sangat
diperlukan. Regulasi yang ada harus lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan
metode transaksi online yang terus berubah. Selain itu, platform e-commerce juga harus
memperbaiki kebijakan mereka untuk memastikan bahwa itikad baik ditegakkan di seluruh
transaksi (Wibowo, 2021).
Penegak hukum juga perlu dilibatkan lebih aktif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran
itikad baik di e-commerce. Hal ini termasuk penegakan hukum yang lebih cepat dan efektif
terhadap kasus penipuan online, serta peningkatan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka
(Kusuma, 2020). Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum dalam
transaksi e-commerce di Indonesia.

Perbandingan dengan Negara Lain
Studi perbandingan penerapan prinsip good faith dalam transaksi online di negara lain, seperti
Uni Eropa dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa regulasi di negara-negara tersebut
cenderung lebih tegas dan terstruktur. Di Uni Eropa, misalnya, ada regulasi yang mengharuskan
penjual untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang produk yang dijual serta
hak-hak konsumen (Flew, 2020). Sementara itu, di Amerika Serikat, Undang-Undang
Perlindungan Konsumen juga menekankan pada pentingnya itikad baik dalam setiap transaksi e-
commerce, dengan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran.
Indonesia dapat belajar dari regulasi di negara-negara ini, terutama dalam hal perlindungan
konsumen dan penerapan itikad baik. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa
regulasi yang lebih kuat dan keterlibatan aktif platform e-commerce dalam menjaga prinsip good
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faith dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan transaksi yang lebih adil
(Jones, 2019).

KESIMPULAN
Berdasarkan temuan penelitian, penerapan prinsip good faith dalam kontrak jual beli

online di Indonesia masih belum optimal, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen dan
pencegahan penipuan. Meskipun prinsip itikad baik diakui dalam KUH Perdata dan
diimplementasikan dalam beberapa kebijakan platform e-commerce, pelanggaran terhadap
prinsip ini, seperti penipuan dan ketidakjelasan syarat kontrak, masih sering terjadi. Kendala lain
yang teridentifikasi adalah kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka dalam
transaksi digital, serta ketidakmampuan platform untuk secara efektif melindungi konsumen dari
praktik bisnis yang tidak adil.

Implikasi praktis dari temuan ini menekankan pentingnya penguatan regulasi yang lebih
spesifik dan tegas dalam mengatur penerapan prinsip good faith di ranah e-commerce. Platform
e-commerce memiliki peran sentral dalam memastikan transparansi dan keadilan, sehingga
kebijakan mereka harus mendukung perlindungan konsumen secara menyeluruh. Oleh karena itu,
reformasi regulasi yang lebih responsif terhadap pelanggaran good faith diperlukan, termasuk
pengembangan kerangka hukum yang memperjelas kewajiban para pihak dalam transaksi online.
Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan menciptakan ekosistem digital yang lebih
aman dan adil.
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